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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

1. Penerapan hukum dalam peradilan koneksitas terkendala dengan adanya 

perbedaan yurisdiksi Peradilan yang berwenang mengadili perkara 

Koneksitas adhoc dan peradilan militer. Dualisme penerapan acara 

koneksitas aquo melahirkan adanya ketidakpastian hukum acara penerapan 

pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, penyidikan hingga putusan 

penentuan peradilan koneksitas. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan 

asas equality before the law, independensi, imparsialitas, akuntabilitas, fair 

trial, murah, cepat dan sederhana. 

2. Upaya hukum merupakan suatu akibat dari adanya tidak diterapkannya 

hukum koneksitas, yaitu kesalahan menafsirkan Pasal 198 Undang-

Undang Peradilan Militer Juncto Pasal 89 KUHAP. Upaya hukum dari 

kasasi yang telah ditolak, maka upaya hukumnya adalah judex jurist yaitu 

upaya hukum Peninjauan Kembali dengan novum berkas pengajuan 

koneksitas, dan testimony terdakwa. 

B. Saran 

 

1. Penerapan acara koneksitas harus dilakukan pembenahan reformasi 

birokrasi, serta pengawasan terhadap odmil dan hakim militer terkait 

penerapan untuk mengefektifkan administrasi untuk diselenggarakannya 

peradilan adhoc koneksitas, sehingga terlaksananya peradilan koneksitas 
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mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

prajurit, korban dan saksi saksi yang terkait. 

2. Sulitnya menerapkan acara koneksitas dalam perkara tindak pidana umum, 

disarankan agar prajurit yang telah menempuh penolakan permohonan 

pemeriksaan kasasi, maka terdakwa Prajurit TNI agar berperan aktif 

bersama penasihat hukumnya untuk melakukan koordinasi tata usaha 

koneksitas dari awal proses peradilan, sehingga dokumen koordinasi 

tersebut dapat menjadi novum dalam memori peninjauan kembali. 
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